BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG

Menimbang

Mengingat

NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

"DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 188.34-8801 Tahun 2016 tentang Pembatalan
Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan dan sesuai
dengan ketentuan Pasal 150 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah, vang mengamanahkan bahwa
dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan perda
kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari setelah
keputusan pembatalan diterima, bupati/walikota harus
menghentikan pelaksanaan perda kabupaten/kota yang
dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat
daerah dan selanjutnya DPRD bersama bupati/walikota
mengubah perda dimaksud;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Pinrang, teptang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten #i Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pajak Hiburan. ]

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1939 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

. Undang-Undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);



10.

11.

12.

13.

14.

.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomeor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578};

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah  Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 294},
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang
Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Nomor 295);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 340};

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lemmbaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor
418),



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG
dan
BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang
Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor
340) diubah sebagai berikut :

1 4

2.

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 6 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 2
(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap
penyelenggaraan hiburan.
(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan
dipungut bayaran.
(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
a. hiburan umum, meliputi :
tontonan Film;
pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana,
kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
pamerarn;
sirkus, akrobat dan sulap;
permainan bilyar dan bowling;
pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan;
karaoke keluarga;
pertandingan olahraga; dan
mandi uap/spa, panti pijat, refleksi, pusat kebugaran (fitness
center).
b. hiburan khusus, meliputi :
1. diskotik, karaoke pab, klab malam dan sejenisnya;
c. hiburan tradisional, meliputi :
1. pagelaran kesenian rakyat;
2. hiburan tradisional lainnya yang sejenis.

—
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Ketentuan Pasal 36 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36
Dihapus.



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang.

LAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

IS IN
Al .

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR

.‘Fl--"---h



Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang.

di Pinrang

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR



Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang.

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

Pj. BEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

ISLAMUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG

Menimbang

Mengingat

NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 188.34-8801 Tahun 2016 tentang Pembatalan
Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan dan sesuai
dengan ketentuan Pasal 150 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah, yang mengamanahkan bahwa
dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan perda
kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari setelah
keputusan pembatalan diterima, bupati/walikota harus
menghentikan pelaksanaan perda kabupaten/kota yang
dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat
daerah dan selanjutnya DPRD bersama bupati/walikota
mengubah perda dimaksud;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Pinrang tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pajak Hiburan.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nommor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG

Menimbang

Mengingat

NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 188.34-8801 Tahun 2016 tentang Pembatalan
Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan dan sesuai
dengan ketentuan Pasal 150 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah, yang mengamanahkan bahwa
dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan perda
kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari setelah
keputusan pembatalan diterima, bupati/walikota harus
menghentikan pelaksanaan perda kabupaten/kota yang
dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat
daerah dan selanjutnya DPRD bersama bupati/walikota
mengubah perda dimaksud;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Pinrang tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pajak Hiburan.

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);



10.

11.

12,

13.

14.

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 294);
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang
Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Nomor 295);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 340);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor
418);



10.

11,

12,

13.

14.

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601},

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578},

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 294);
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang
Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Nomor 295);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 340);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor
418);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG
dan
BUPATI PINRANG
MEMUTUSEKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ° ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN.

Pasal [

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang
Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor
340) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 6 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 2
(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap
penyelenggaraan hiburan.
(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan
dipungut bayaran.
(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
a. hiburan umum, meliputi :
tontonan Film,;
pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
pameran;
sirkus, akrobat dan sulap;
permainan bilyar dan bowling;
pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan;
karaoke keluarga;
pertandingan olahraga; dan
mandi uap/spa, panti pijat, refleksi, pusat kebugaran (fitness
center).
b. hiburan khusus, meliputi :
1. diskotik, karaoke pab, klab malam dan sejenisnya;
¢. hiburan tradisional, meliputi :
1. pagelaran kesenian rakyat;
2. hiburan tradisional lainnya yang sejenis.

COENOGRLM¢E
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2. Ketentuan Pasal 36 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36
Dihapus.



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG
dan
BUPATI PINRANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang
Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor
340) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 6 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 2
(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap
penyelenggaraan hiburan.
(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan
dipungut bayaran.
(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
a. hiburan umum, meliputi :
tontonan Film;
pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
pameran,;
sirkus, akrobat dan sulap;
permainan bilyar dan bowling;
pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan;
karaoke keluarga;
pertandingan olahraga; dan
mandi uap/spa, panti pijat, refleksi, pusat kebugaran (fitness
center).
b. hiburan khusus, meliputi :
1. diskotik, karaoke pab, klab malam dan sejenisnya;
c. hiburan tradisional, meliputi :
1. pagelaran kesenian rakyat;
2. hiburan tradisional lainnya yang sejenis.
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2. Ketentuan Pasal 36 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36
Dihapus.
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